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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah 

satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan 

pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada dasarnya memberikan 

gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud 

secara utuh selama perjalanan Tahun 2022, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah 

ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan 

outcome dari setiap program dan kegiatan.  

 Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 akan semakin 

memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang 

akan datang.  

  

 Melonguane,      Januari 2022 
 

 KEPALA DINAS DALDUK DAN KB 
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 
              
 
 
 
 
 MARTJI LEONG, S.Kep, NS, M.MKes 
 PEMBINA UTAMA MUDA 
 NIP. 19680310 198712 2 002      
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden 

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP semata-mata 

dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, SAKIP adalah salah 

satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 juga 

bertujuan sebagai:   

1.  Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan 

2.  Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan 

KB Kabupaten Kepulauan Talaud agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu 

perbaikan kinerja. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Instansi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022. Dalam pelaksanaan Program 

dan Kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025 serta dokumen Rencana Kerja (Renja) 

SKPD tahun 2022. 

Adapun Laporan ini memuat tentang hasil capaian kinerja yang diukur dalam 4(empat) indikator kinerja 

sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 yang 

ditetapkan, antara lain: 

 Persentase Total Fertility Rate (TFR); 

 Persentase Ratio Akseptor KB; 

 Persentase Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 per 1.000 perempuan usia 15-19 

tahun) ASFR 15-19 

 Persentase Keluarga Pra Sejahtera. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1  Latar Belakang 

 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya 

memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka 

diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan 

pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan 

membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan 

prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap 

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. 

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.   

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kepulauan Talaud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Rencana Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025, Rencana Kerja Tahun 

2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 

2022. 

 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud bertujuan untuk memberikan informasi 

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai 

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk 

meningkatkan kinerjanya.  
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1.2  Tugas dan Fungsi 

A. Tugas 

  

 

 

 

 

 

 

B. Fungsi                                                                                                         

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki fungsi 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Kepulauan Talaud mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 

Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.  4 

Pelaksanaan    pemaduan   dan    sinkronisasi    kebijakan  

pengendalian kuantitas penduduk. 3 

Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi 
pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana. 5 

Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas 
Lapangan KB dan kader KB. 6 
Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan 
obat kontrasepsi. 7 

Pelaksanaan pelayanan KB 8 

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dan pembinaan kelompok 
jabatan fungsional. 10 

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas 
penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga. 

1 

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang 
pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga. 

2 

Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi 
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan 
kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

9 

Peraturan Bupati Nomor 
38 Tahun 2017 tentang  
Tugas dan Fungsi Dinas 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kepulauan 

Talaud 
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1.3  Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABID 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
PENYULUHAN DAN 

PENGGERAKAN 

KASIE  
ADVOKASI DAN 
PENGGERAKAN 

KASIE  
PENYULUHAN DAN 
PENDAYAGUNAAN 

PLKB DAN KADER KB 

KASIE  
PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 

INFORMASI 
KELUARGA 

KABID  
KETAHANAN DAN 
KESEJAHTERAAN 

KELUARGA 

KASIE  
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KELUARGA 
SEJAHTERA 

KASIE  
BINA KETAHANAN 
KELUARGA BALITA, 
ANAK DAN LANSIA 

KASIE  
BINA KETAHANAN 

REMAJA 

 
UPTD 

 
KEPALA DINAS 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

 
SEKRETARIS 

KASUBAG 
PERENCANAAN, 

PELAPORAN DAN 
KEUANGAN 

 
KASUBAG  

TATA USAHA 

 
KABID KELUARGA 
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KASIE  
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PENDISTRIBUSIAN 
ALOKON 

KASIE  
JAMINAN PELAYANAN 

KB 

KASIE  
PEMBINAAN DAN 

PENINGKATAN 
KESERTAAN BER KB 
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1.4  Sumber Daya Manusia 

a. Berdasarkan Jenis Kepegawaian 

No Jenis Kepegawaian Jumlah 

1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 29 Orang 

2 Tenaga Harian Lepas (THL) 8 Orang 

Jumlah Total 37 Orang 

Keadaan sampai dengan 31 Desember 2022 

 

 

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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1.5 Landasan Hukum 

1.  PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

2.  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud; 

3.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2020 – 2025; 

4. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2020 - 2025;  

5.  Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2022.  

 

 

1.6 Aspek dan Isu Strategis 

 Aspek strategis yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam rangka mendukung 

pencapaian RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2005-2025 adalah program intervensi lintas 

sektor di Kampung KB sebagai salah satu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu aspek strategis mengenai penanganan Balita Stunting secara nasional 

maupun di Kabupaten Kepulauan Talaud turut menjadi perhatian serius sejak tahun 2022. Merujuk pada 

aspek strategis dimaksud, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Talaud 

mengangkat isu strategis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mendukung 

upaya pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud, antara lain: 

1) Pembangunan revolusi mental di kalangan generasi remaja melalui upaya pembinaan yang terdiri 

dari: 

a. Pembinaan Remaja melalui Kegiatan Generasi Berencana (GenRe) dan Pusat Informasi 

Konseling Remaja (PIK-R) di Sekolah; 

b. Pembinaan Terhadap Keluarga Remaja (BKR) 

c. Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja 

2)  Pembangunan Keluarga yang terdiri dari : 

a. Perwujudan keluarga Berkualitas 

b. Peningkatan  pemahaman dan kesadaran tentang 8(delapan) fungsi keluarga 

c. Pembinaan kesertaan ber-KB bagi PUS anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, BEK) 
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3) Pengendalian Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Anak Balita melalui pengaturan jarak 

aman melahirkan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Peningkatan pelayanan KB : 

 Jaminan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang di 

Fasilitas Kesehatan KB Kecamatan  

 Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan pelayanan KB  

 Pelayanan KB di wilayah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 

 Sosialisasi, promosi, dan konseling  Kesehatan dan hak-hak Reproduksi 

b.  Penguatan Advokasi dan KIE KB  

c.  Peningkatan Advokasi dan KIE program Bangga Kencana  

d.  Pembinaan Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader)  

e.  Penguatan Kemitraan  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional 

dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat 

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya 

peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, 

PD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menggunakan Renstra sebagai acuannya. Sebagai landasan 

perencanaan yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan maupun mengukur capaian kinerja, 

PD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 dan 

Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2022.   

 

A. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA  

TUJUAN SASARAN 
Peningkatan kualitas hidup keluarga di Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

Meningkatnya   upaya   pengendalian   

penduduk   dan keluarga berencana di 

Kabupaten Kepulauan Talaud 

 

 

PERJANJIAN KINERJA 

 Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang 

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka 

mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima 

amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah 

(Bupati Kepulauan Talaud) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kepulauan Talaud disusun dengan memperhatikan Dokumen Renstra Dinas Pengendalian  
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Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 dan Rencana Kerja (Renja) PD 

Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.  

 Selanjutnya, Sasaran Strategis dijabarkan kedalam 4(empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun dalam rangka mendukung 

pencapaian IKU Bupati Kepulauan Talaud yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun keempat IKU tersebut akan menggambarkan 

pencapaian kinerja SKPD selama tahun 2022. 

 

Tabel 1. 

Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2022 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

1 Meningkatnya upaya pengendalian 
penduduk dan Keluarga Berencana 
di Kabupaten Kepulauan Talaud 

Persentase Total Fertility Rate (TFR)   1,17% 

Persentase Ratio Akseptor KB   73,15% 

Persentase Angka kelahiran remaja 
(perempuan usia 15-19) per 1.000 
perempuan usia 15-19 tahun ASFR 
15-19) 

  12,30% 

Persentase Keluarga Pra Sejahtera   45% 

 

 Untuk mencapai 4(empat) indikator kinerja utama tersebut, maka pada tahun 2022 Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan 2(dua) 

program yang bersumber dari alokasi umum (DAU), DAK Fisik dan DAK Non Fisik (Bantuan 

Operasional Keluarga Berencana) seperti yang terlihat pada Tabel Program dan Anggaran Tahun 2022.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

3.1  Capaian Kinerja Organisasi 

3.1.1 Capaian Kinerja 

 Pengukuran capaian kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja 

yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses 

penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai 

kegiatan tahunan. Berdasarkan pengukuran capaian indikator kinerja PD Dinas Pengendalian Penduduk 

dan KB Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

 

A. Persentase Total Fertility Rate (TFR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber data : Pendataan Keluarga (PK21) Kab. Kep. Talaud) 

 

Capaian Indikator Kinerja :  

Persentase TFR Tahun 2022 yaitu sebesar 2,2% dari target kinerja tahun 2022 sebesar 1,17% yang 

ditetapkan. Adapun Realisasi TFR tahun 2022 diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :  
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Kelompok Umur 
Jumlah Wanita Usia 

Subur (WUS) 
Angka Kelahiran 

Hidup 
ASFR  

4 = (3/2) x 1000 

1 2 3 4 

15-19 Tahun 2550 122 47,84 

20-24 Tahun 3416 335 98,07 

25-29 Tahun 3108 417 134,17 

30-34 Tahun 2801 264 94,25 

35-39 Tahun 2785 182 65,35 

40-44 Tahun 3271 6 1,83 

45-49 Tahun  3122 0 0,00 

Total 21053 1326 441,52 

 

Rumus TFR  =  5 ∑ ASFR 

 =  5 x 441,52 

 =  2207,59 

Maka rata-rata jumlah kelahiran total (TFR) per 1000 wanita usia subur =                  = 2,2 

  

 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 

Kabupaten Kepulauan Talaud belum tercapai. Adapun faktor mempengaruhi capaian realisasi tersebut 

adalah : 

1.  Pasangan Usia Subur yang masih ingin anak lagi; 

2.  Banyak akseptor yang hanya menginginkan jenis alat kontrasepsi tertentu (Implant) sementara  

  jumlah alokasi stok implant per tahun dari BKKBN Provinsi sangat terbatas; 

3. Anggaran yang bersumber dari  Dana DAK Non Fisik (BOKB) untuk membiayai operasional  

 kegiatan pelayanan KB masih belum mencukupi kebutuhan sehingga harus ada dukungan dana yang  

 bersumber dari DAU. 

 

 

 

 

 

 

 

2207,5 
1000 
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B. Persentase Ratio Akseptor KB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber data : Pendataan Keluarga (PK21) Kab. Kep. Talaud) 

 

 Capaian Indikator Kinerja : Persentase Ratio Akseptor KB Tahun 2022 yaitu sebesar 54,51% 

dari target kinerja tahun 2022 sebesar 73,15%. Adapun Realisasi Ratio Akseptor KB tahun 2022 

diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut : 

NO KECAMATAN 
JUMLAH 

PASANGAN USIA 
SUBUR (PUS) 

JUMLAH PUS 
PESERTA KB 

JUMLAH PUS 
BUKAN PESERTA 

KB 

1 LIRUNG 707 282 425 

2 BEO 803 436 367 

3 RAINIS 975 397 578 

4 ESSANG 531 249 282 

5 NANUSA 376 226 150 

6 KABARUAN 747 447 300 

7 MELONGUANE 1281 555 726 

8 GEMEH 942 585 357 

9 DAMAU 639 349 290 

10 TAMPAN' AMMA 861 480 381 

11 SALIBABU 873 490 383 

12 KALONGAN 565 305 260 

13 MIANGAS 59 36 23 

14 BEO UTARA 644 441 203 

15 PULUTAN 359 189 170 

16 
MELONGUANE 
TIMUR 

553 344 209 

73,15 

54,51 
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NO KECAMATAN 
JUMLAH 

PASANGAN USIA 
SUBUR (PUS) 

JUMLAH PUS 
PESERTA KB 

JUMLAH PUS 
BUKAN PESERTA 

KB 

17 MORONGE 499 362 137 

18 BEO SELATAN 549 310 239 

19 ESSANG SELATAN 508 315 193 

TOTAL 12471 6798 5673 

 

 

Rumus Ratio Akseptor KB =                                                            x 100  

 

                                    =                          x 100 

  

                                     =      54, 51% 

 

Faktor penyebab terjadinya penurunan penggunaan kontrasepsi KB disebabkan oleh karena : 

1. Masih banyak Pasangan Usia Subur yang ingin mempunya anak lagi; 

2. Munculnya efek samping penggunaan mix kontrasepsi sehingga mengurangi minat keikutsertaan ber 

KB; 

3. Masih dalam masa Pandemi Covid 19 sehingga Wanita Usia Subur yang ingin mendapatkan 

pelayanan KB takut untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Hal ini mengakibatkan mereka tidak 

menggunakan kontrasepsi lagi. 

 

 

C. Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun / ASFR 15-19 Tahun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,78 

12,30 

Jumlah Peserta KB Aktif 
Jumlah Pasangan Usia Subur 

 
6798 
12471 
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Capaian Indikator Kinerja : 

Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2022 sebanyak 122 

orang dari jumlah kelompok usia remaja perempuan 15-19 tahun yang berjumlah 2550 orang dengan 

persentase ASFR 15-19 Tahun pada tahun 2022 sebesar 4,78% dari target kinerja sebesar 12,30% yang 

ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 

Kabupaten Kepulauan Talaud dapat tercapai. Adapun faktor pendorong keberhasilan ini dapat tercapai 

karena adanya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi bagi kelompok PIK Remaja dan Bina 

Keluarga Remaja (BKR). 

 

 

D. Persentase Keluarga Pra Sejahtera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber data : Pendataan Keluarga (PK21) Kab. Kep. Talaud) 

 

 

 Capaian Indikator Kinerja : Persentase Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2022 sebesar  16,28% 

dari target kinerja sebesar 45%. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera menurut BKKBN yaitu keluarga yang 

tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan 

dasar keluarga” (basic needs) diantaranya jumlah KK yang belum memiliki rumah layak huni.  

Adapun data yang kami peroleh berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dapat kami gambarkan 

sbb : 

 

 

 

45 

16,28 
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No  
Jumlah Total Kepala Keluarga  Jumlah Keluarga Pra 

Sejahtera 
Keterangan 

1 24.579 KK 4001  KK  

  

Hal ini berdasarkan Tahapan Keluarga Pra Sejahtera menurut BKKBN yaitu keluarga yang tidak 

memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar 

keluarga”    (basic needs). Keenam indikator tersebut antara lain :  

1.  Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; 

2.  Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan 

bepergian; 

3.  Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik; 

4.  Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan; 

5.  Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; 

6.  Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

Dari indikator-indikator diatas pada dasarnya semua kriteria ini sudah terpenuhi oleh hampir seluruh 

warga masyarakat  atau dalam hal ini keluarga – keluarga  di Kabupaten Kepulauan Talaud namun 

demikian masih terdapat sebagian kecil juga keluarga yang belum dapat memenuhi keseluruhan indikator 

diatas, utamanya tentang rumah layak huni. Inilah  yang menjadi sumber data kami dalam penilaian 

cakupan indikator keluarga Pra Sejahtera yaitu jumlah keluarga yang memilki rumah tidak layak huni 

sebanyak 4001 Kepala Keluarga. 
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3.1.2  Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya 

A. Persentase TFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang 

wanita selama masa usia suburnya. Rumusan untuk menghitung TFR yakni : 

 

 

 

 

 

 Kegunaan TFR yaitu sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah 

dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, 

membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, 

meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan 

anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Pada grafik persentase TFR diatas, 

dapat diketahui bahwa selama tahun 2020 – 2022, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan wanita usia 

subur sesuai kelompok umur yaitu 1 sampai dengan 2 orang anak. 
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B. Persentase Ratio Akseptor KB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ratio Akseptor KB adalah persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah 

Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Rumusan untuk 

menghitung Ratio Akseptor KB adalah : 

 

 

 

 Berdasarkan grafik perbandingan pengukuran indikator kinerja Ratio Akseptor KB, 

menunjukkan bahwa selama 3(tiga) tahun terakhir, target dan realisasi pada tahun 2022 lebih rendah 

dibandingkan tahun 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 100% 
 

Jumlah Peserta KB Aktif 
Jumlah Pasangan Usia Subur 
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C. Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun / ASFR 15-19 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ASFR 15-19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada wanita kelompok umur 

15 – 19 Tahun. Kegunaannya yaitu sebagai dasar rujukan pembangunan kependudukan terkait kelahiran 

misalnya SDG’s goal 3 mengenai angka kelahiran usia remaja (wanita umur 15-19 tahun). Berdasarkan 

grafik perbandingan ASFR 15-19 Tahun selama 3(tiga) tahun terakhir, angka kelahiran pada perempuan 

usia remaja (15-19 tahun) paling rendah yaitu pada tahun 2022 sebesar 0,4. Dengan semakin 

menurunnya angka kelahiran pada perempuan usia remaja, menandakan bahwa intervensi 

program/kegiatan penyuluhan melalui kelompok Bina Keluarga Remaja maupun Pusat Informasi 

Konseling Remaja (PIK-R)  yang dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP)  di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat berjalan dengan baik.    
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D. Persentase Keluarga Pra Sejahtera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tahapan Keluarga Pra Sejahtera menurut BKKBN yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah 

satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga”    

(basic needs). Keenam indikator tersebut antara lain :  

1.  Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; 

2.  Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan 

bepergian; 

3.  Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik; 

4.  Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan; 

5.  Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; 

6.  Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

 

 Penilaian indikator kinerja persentase Keluarga Pra Sejahtera baru dilaksanakan sejak tahun 

2022 dengan target yang ditetapkan sebesar 30%. Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (PK21) 

BKKBN yang dilaksanakan pada tahun 2022, diperoleh jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten 

Kepulauan Talaud yang termasuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera yaitu sebesar 16,28% dari 

24.579 KK yang terdata. 
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3.1.3   Perbandingan Antara Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2022 Dengan Target Indikator Sasaran  

      Strategis Renstra BKKBN 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Berdasarkan grafik perbandingan antara target indikator sasaran Renstra BKKBN Pusat             

2020-2024 dan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Talaud 

pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Angka TFR di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih rendah dari target sasaran secara nasional. 

Jika realisasi kinerjanya lebih rendah dari target secara nasional, maka capaian kinerjanya baik. 

2. Ratio Akseptor KB di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih rendah dari target sasaran nasional. 

Hal ini menandakan bahwa realisasi kinerja pada indikator ini tidak tercapai dengan baik karena 

target nasional sebesar 62,16% sementara capaian kinerja PD sebesar 54,90%. 

3. ASFR di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih rendah dari target sasaran secara nasional.                    

Jika realisasi kinerjanya lebih rendah dari target secara nasional, maka capaian kinerjanya baik. 

 

 

 

 

Target Nasional Realisasi Kinerja SKPD 

TFR Ratio Akseptor KB ASFR 15-19 Tahun 

2,24 1,24 

62,16 

54,90 

24 

4,78 
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3.1.4   Hambatan/Tantangan Pencapaian Kinerja Tahun 2022 dan Upaya Yang Dilakukan 

1.  Total Fertility Rate (TFR) 

 Hambatan : 

 Untuk pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) ke Pasangan Usia 

Subur (PUS) masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena masih dalam masa pandemi 

covid sehingga untuk kegiatan mengumpulkan banyak orang masih dibatasi; 

 Karena aktivitas masyarakat masih dibatasi sehingga mengakibatkan potensi bagi Pasangan 

Usia Subur untuk hamil karena aktifitas kebanyakan masih dibatasi dalam beberapa bulan di 

awal tahun 2022; 

 Masih ada kekhawatiran dari akseptor untuk mengikuti/melakukan pelayanan KB di 

fasilitas Kesehatan masih ada kekhawatiran terpapar virus corona. 

 

 Solusi : 

 Menghadapi kondisi ini maka kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten 

Kepulauan Talaud akan melakukan upaya perluasan pelayanan komunikasi, informasi dan 

edukasi (KIE) kepada masyarakat terutama kepada Pasangan Usia Subur, agar mereka 

mendapatkan informasi dari sumber terpercaya; 

 Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa saat ini Indonesia sudah 

dinyatakan bebas dari pembatasan kegiatan masyarakat sehingga masyarakat sudah boleh 

beraktifitas secara normal sekaligus meyakinkan akseptor bahwa karna pada umumnya 

masayarakat sudah divaksinasi anti covid 19 sehingga tidak perlu lagi khawatir mengikuti 

pelayanan KB di fasilitas Kesehatan. 

 

2. Persentase Ratio Akseptor KB 

 Hambatan : 

 Masih banyak Pasangan Usia Subur yang ingin memiliki anak; 

 Alasan Kesehatan misalnya tidak cocok dengan alat kontrasepsi tertentu atau bahkan tidak 

cocok dengan semua alat kontrasepsi; 

 Alasan terkait dengan keyakinan dari kepercayaan tertentu. 

 

  Solusi : 

 Akan meningkatkan pelayanan KB bagi akseptor melalui Kerjasama dengan Bidan di fasilitas 

Kesehatan; 
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 Memberikan pemahaman kepada akseptor yang merasa takut atau tidak cocok menggunakan 

berbagai jenis alat kontrasepsi sehingga mereka merasa perlu/penting untuk mengikuti 

program KB demi tercapainya keluarga yang sehat sejahtera; 

 Bekerjasama dengan pimpinan keyakinan tertentu dengan memberikan pemahaman bahwa 

program pelayanan KB bertujuan untuk mensejahterakan tiap keluarga dengan mengatur 

jarak kelahiran dan meminimalisir resiko kematian ibu melahirkan dan dapat mengatur 

kehidupan keluarga agar menjadi keluarga sehat dan berkualitas. 

 

3. ASFR 15-19 Tahun 

 Hambatan : 

 Untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum kehamilan di usia remaja relatif 

menurun. Hanya saja masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang masih tinggi angka 

kelahiran remajanya; 

 Pada saat dilakukan sosialisasi tentang remaja di sekolah, masih sering didapati siswa-siswi 

yang menerima materi tidak dengan serius; 

 Teknologi yang semakin berkembang terutama dalam penggunaan smartphone dapat 

menjadi pemicu utama kehamilan pada usia remaja. 

 

 Solusi : 

 Pelaksanaan kegiatan dalam rangka sosialisasi, edukasi dan informasi ditujukan bagi wilayah-

wilayah dengan angka kelahiran remaja yang masih tinggi; 

 Mengaktifkan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Generasi Berencana (GenRe) 

melalui pembentukan Duta GenRe di tiap desa dengan tujuan untuk membangun kreativitas 

remaja dan menjadikan GenRe sebagai wadah positif bagi para remaja di Desa; 

 Melakukan upaya feedback terhadap sasaran para remaja di sekolah-sekolah dan memonitor 

serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah; 

 Memberikan sosialisasi bagi keluarga yang memiliki anak remaja terkait pengawasan dampak 

penggunaaan smartphone bagi para remaja. 

 

4. Persentase Keluarga Pra Sejahtera 

Hambatan : 

 Masih banyak keluarga yang belum memahami upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi 

keluarga; 
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 Masih ada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan Pemerintah sehingga menjadikan 

mereka seperti tidak berupaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan hanya 

menunggu/berharap bantuan dari Pemerintah. 

  Solusi : 

 Meningkatkan usaha-usaha kelompok peningkatan pendapatan keluarga dengan melihat 

peluang yang ada. Misalnya pemberdayaan ekonomi keluarga seperti usaha kecil menengah 

agar dapat menopang kebutuhan hidup setiap hari; 

 Melakukan sosialisasi dan memotivasi masyarakat untuk mau lebih ulet dan berusaha 

mencari sumber pendapatan yang lain selain dari hasil perkenbunan; 

 Memberikan pemahaman bahwa bantuan pemerintah hanya merupakan stimulant atau 

pendorong bagi usaha masayarakat dan bukan menjadi pokok usaha atau pendapatan, 

sehingga masayarakat termotivasi untuk berusaha sendiri tanpa selalu menunggu bantuan. 

3.1.5   Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 Dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 

didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas.  Selain itu dukungan pendanaan 

kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sangat minim  untuk menunjang pelaksanaan  

kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik ) maupun DAK Non Fisik.  

 

3.2   Realisasi Anggaran 

 Pada tahun anggaran 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Kepulauan Talaud memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 8.544.039.950 dengan realisasi per tanggal 

31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 7.707.110.389 dan atau sebesar 90,20% dari target APBD setelah 

perubahan. Adapun anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOKB).  Untuk lebih jelasnya tentang 

realisasi anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 3. 

Realisasi Anggaran Tahun 2022 

KODE 
REKENING 

URAIAN 
PAGU 

ANGGARAN 
REALISASI 

ANGGARAN 
% 

1 2 3 4 5 

2 14 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA 

8.544.039.950 7.707.110.389 90,20 

2 14 01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.960.188.697 2.958.608.594 99,95  

2 14 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.475.847.052 2.474.660.052 99,95 
 

2 14 01 2.02 
01 

    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.475.847.052 2.474.660.052 99,95 
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KODE 
REKENING 

URAIAN 
PAGU 

ANGGARAN 
REALISASI (%) % 

1 2 3 4 5 

2 14 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.126.200 29.086.300 99,86 

2 14 01 2.06 
02 

    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.100.000 5.100.000 100,00 

2 14 01 2.06 
04 

    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00 

2 14 01 2.06 
05 

    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              -                             -    

2 14 01 2.06 
09 

    
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

19.026.200 18.986.300 99,79 
dan Konsultasi SKPD 

2 14 01 2.07   
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

221.906.300 221.906.300 100,00 

2 14 01 2.07 
10 

    
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

221.906.300 221.906.300 100,00 

2 14 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.497.145 86.211.042 99,67 

2 14 01 2.08 
02 

    
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

7.537.500 7.337.042 97,34 

2 14 01 2.08 
03 

    Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.459.645 5.374.000 98,43 

2 14 01 2.08 
04 

    
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

73.500.000 73.500.000 
100,00 

Kantor   

2 14 01 2.09   
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

146.812.000 146.744.900 99,95 

2 14 01 2.09 
01 

    

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  

12.043.000 11.975.900 99,44 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

2 14 01 2.09 
09 

    
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

134.769.000 134.769.000 100,00 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

2 14 03 
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 
(KB) 

3.299.165.253 2.803.221.795 84,97 

2 14 03 2.01   
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai 
Kearifan Budaya Lokal 

974.346.500 773.392.595 79,38 

2 14 03 2.01 
01 

    
Advokasi Program KKBPK kepada 

64.343.000 60.745.000 94,41 
Stakeholders dan Mitra Kerja 

2 14 03 2.01 
05 

    

Penggunaan Media Massa Cetak, 

94.880.000 85.434.595 90,04 
Elektronik dan Media Lainnya sesuai 

Kearifan Budaya Lokal Dalam 

Pencitraan Program KKBPK 

2 14 03 2.01 
07 

    
Pengelolaan Operasional dan Sarana di 

815.123.500 627.213.000 76,95 
Balai Penyuluhan KKBPK 

    
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan 
KB (PKB/PLKB) 

493.794.292 486.962.500 98,62 

2 14 03 2.02 
03 

    

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,  

493.794.292 486.962.500 98,62 

Penggerakan, Pelayanan dan 

Pengembangan Program KKBPK untuk 

Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh 

Lapangan Keluarga Berencana 

(PKB/PLKB) 
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KODE 
REKENING 

URAIAN 
PAGU 

ANGGARAN 
REALISASI (%) % 

1 2 3 4 5 

2 14 03 2.03   
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan 
Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan 
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 

1.210.024.461 968.576.700 80,05 

2 14 03 2.03 
01 

    

Pengendalian Pendistribusian Alat dan 

8.425.000 8.420.000 99,94 

Obat Kontrasepsi dan Sarana 

Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 

Kesehatan Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya 

2 14 03 2.03 
03 

    
Peningkatan Kesertaan Penggunaan 

251.203.461 65.970.000 26,26 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

2 14 03 2.03 
06 

    Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 941.396.000 894.186.700 94,99 

2 14 03 2.03 
08 

    

Pembinaan Pelayanan Keluarga 

9.000.000                            -  0,00 
Berencana dan Kesehatan Reproduksi 

di Fasilitas Kesehatan termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya 

2 14 03 2.04   

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta 
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan 
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

621.000.000 574.290.000 92,48 

2 14 03 2.04 
02 

    
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di 
Kampung KB 

621.000.000 574.290.000 92,48 

2 14 04 
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 
(KS) 

2.284.686.000 1.945.280.000 85,14 

2 14 04 2.01   
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 

1.945.656.000 1.662.090.000 85,43 
 

2 14 04 2.01 
02 

    

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan 

484.000.000 429.570.000 88,75 

 
Ketahanan dan Kesejahteraan 

 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 

 
dan Pemberdayaan Ekonomi 

 
Keluarga/UPPKS) 

 

2 14 04 2.01 
05 

    

Penyediaan Biaya Operasional bagi 

1.461.656.000 1.232.520.000 84,32 

 
Pengelola dan Pelaksana (Kader) 

 
Ketahanan dan Kesejahteraan 

 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 

 
dan Pemberdayaan Ekonomi 

 
Keluarga/UPPKS) 

 

2 14 04 2.02   

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga 
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 

339.030.000 283.190.000 83,53 
 

2 14 04 2.02 
03 

    

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas 

339.030.000 283.190.000 83,53 

 
Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan 

 
dalam Pengelolaan Program 

 
Ketahanan dan Kesejahteraan 

 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 

 
dan Pemberdayaan Ekonomi 

 
Keluarga/UPPKS) 
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3.3   Efektivitas dan Efisiensi Anggaran 

 Dalam mengukur pencapaian target kinerja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 

menggunakan 2(dua) jenis perhitungan yang hasilnya bisa menggambarkan keberhasilan/kegagalan 

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Rumus dimaksud antara lain: 

   a.  Jika  semakin  tinggi  realisasi  menunjukan  bahwa  pencapaian  kinerja adalah semakin baik, maka  

  rumus yang digunakan adalah : 

 

%PRTC = 
Realisasi  
Rencana 

x 100% 

 

   b.  Jika  semakin  tinggi  realisasi  menunjukan  bahwa  pencapaian  kinerja   adalah  semakin   rendah,  

      maka rumus yang digunakan adalah : 

 

%PRTC = 
Rencana - (Realisasi - Rencana)     

Rencana 
x 100% 

 

 

 

 

 Berdasarkan penilaian terhadap 4(empat) indikator kinerja tahun 2022 OPD Dinas 

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Talaud, diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 
upaya 
pengendalian 
penduduk dan 
Keluarga 
Berencana di 
Kabupaten 
Kepulauan 
Talaud 

Persentase Total Fertility 
Rate (TFR) 

Persentase 1,17 2,2 11,97 

Persentase Ratio 
Akseptor KB 

Persentase 73,15 54,51 74,52 

Persentase Angka 
kelahiran remaja 
(perempuan usia 15-19) 
per 1.000 perempuan 
usia 15-19 tahun ASFR 
15-19) 

Persentase 12,3 4,78 161,14 

Persentase Keluarga Pra 
Sejahtera 

Persentase 45 16,28 163,82 

Total capaian Kinerja Kegiatan 102,86 
 

 

 

 

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 
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Adapun hasil penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja 

Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

      

  Nama Program Target Realisasi Capaian 

1 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 
BERENCANA (KB) 

3.299.165.253 2.803.221.795 84,97 

2 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 

2.284.686.000 1.945.280.000 85,14 

  Total Capaian Kiinerja Keuangan 5.583.851.253,00 4.748.501.795,00 85,04 

      

 Kategori Kinerja Sasaran Strategis    

   Kinerja Sasaran Kinerja  Keuangan Kategori  

 Meningkatnya upaya 
pengendalian penduduk dan 
Keluarga Berencana di 
Kabupaten Kepulauan Talaud 

102,86 85,04 Efektif-Efisien  
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKj.IP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan 

oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 

2022 yang dituangkan menjadi 1 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama Kepala Dinas. LKj.IP 

juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang 

dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.  

 Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) terdiri dari pengumpulan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian 

Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan 

data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas. Dalam 

pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2022 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, 

meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala serta masih terdapat 

1(satu) indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai di Tahun 

2022 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap 

hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan 

akuntabilitas kinerja pemerintahan. Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program 

kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dariperan serta semua pihak yang terlibat didalam 

pencapaian indikator sasaran.  

 

 

 

 

 

 

 




